
GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR r 00,3.3.1 / 185 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGA}I

NOMOR 100.3.s.1/4O TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TrM
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: a- bahwa dengan adanya pergantian susunan keanggotaan tim
pembahas Rancangan Peraturan Gubernur, perlu merubah
Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 40 Tahun 2025
tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan
Gubernur Papua Tengah Tahun 2025;

l" l"oL,,,,a l"arztooarLaa raffialrancan aah4d.i,no-o

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah
Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembahas
Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah Tahun 2O25;

Mengingat:

SALINAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor i35, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 1 Tahun 2001 tentalg Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Ta:rrbahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dqngan Undang-Undang Nomor 6 Tahr-rn 2O?,3
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten:tang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahaa Lembaran Negara Republik Nomor
68s6):

3.Undang-Undang .../2
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2O22
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahw 2O22 Nomor 158, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68O4);

5. Peraturan Pemerintah iiomor i2 Tahun 2Oi9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2O21 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

7. Perat:ran ]tlenteri Dalan Negeri Nonror 77 T*vrt 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1781);

8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2O22
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita
Daerah Provin si Papua Tengah Tahttn 2022 Nomor 2!;

9. Peratr.rran Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dal Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2O25 (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

1O. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 40 Tahun 2025
tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan
Gubernur Papua Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSI(AN:

Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor
40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pemba-has
Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah Tahun 2O25,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana terczntum dalam
Lampiran Keputusan ini.
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2L Jult 2025
arr rt'r';\J1nrr rn riaT.trrA ,Tr:rrrr-r 

^tr\r\JE DI\rt \,l\ rrarvar I i:lt\Jaan,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA
Salinan sesuai dengan aslinya

HUKUM,

YULruS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPEzuDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.



a. Pensarah

b. Penanggungiawab
c. Ketua
d. Sekretaris

e. Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
O HUKUM,

YULI MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002 t2 tOO2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1OO.3.3.1/ 185 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1140
TAHUN 2025 PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
Kepala Biro Hukum Setda
Kepala Bagian Perundang-Undangan
Provinsi Setda
1. Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Ralryat;
2. Kasubag Penyusunan Produk Hukum

Pengaturan Perdasi dan Perdasus
pada Biro Hukum Setda;

3. Kasubag Penyusunan Produk Hukum
Penetapan pada Biro Hukum Setda;

4. Kasubag Dokumentasi Produk
Hukum dan Naskah Hukum l,ainnya;

5. Staf Biro Hukum Setda Provinsi
Papua Tengah;

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA


